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Free trade agreement has /essened fhe exisfence of lndonesian
products as seen in the current reports of interstates frade
particularly after China joining the ASEAN free trade agreement. ln
response with tough competition from other countries in
industrialization and businesseg producing low-price commodities
through efficiency becolnes a key strategy.This research attempted

fo see whether the formation of industrial c/usfers in special
economic zone.s such as in the Riau Archipelago Province can
create efficiency and incraase competitive advantage of the
Indonesian products. The research examined problems confronted
by the province in producing competitive products through the
creation of industrialclusters in Batam, Bintan, and Karimun regions.
For this reasan, the writer argues lhaf suc cessful indusfnal c/usfers
need speclfic requiremenfs ln institutions, regulations, and
infrastructures.
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Abstrak

Kesepakatan perdagangan bebas, berdampak terhadap semakin
turunnya eksistensi produk barang Indonesia. Kondisi ini nampak
dari kinerja induslri dalam perdagangan antar negara ASEAN,
terlebih setelah China turut bergabung. Strategidalam menghadapi
persaingan produk dari industri negara pesaing adalah bagaimana
menciptakan produk yang efisien. Penelitian ini difokuskan
bagaimana upaya membentuk suatu kawasan industri dalam
bentuk klaster sepertiyang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam

') Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Hkonomi Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolaharu
Data dan lnformasi $ekretariat Jenderal DPR Rl. Enrail : mandnias@yahoa.com
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kawasan Batam, Bintan dan Karimun ada berbagai kegiatan

industri yang dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing.

Namun dalam implementasinya masih menghadapi masalah

dalam menciptakan sebuah kawasan yang dapat menghasilkan

produk yang efisien. Untuk membentuk dan berjajalan, kawasan

dalam bentuk klaster membutuhkan persyaratan lembaga,

regulasi dan infrastruktur yang terbaik.

Kata kunci : kluster industri, kawasan ekonomi khusus, Propinsi Kepulauan

Riau

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Program Legislasi Nasionalada dua rancangan undang undang

yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan perekonomian yaitu sektor

yang berkaitan dengan Industri dan Perdagangan. Undang undang tersebut

adalah Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan RUU

tentang Perdagangan yang baru diajukan oleh pemerintah. Pembangunan sektor

industri pada saat inidan masa depan dihadapkan pada tantangan global. Untuk

menuju industri maju dan masyarakat niaga tangguh yang mampu bersaing,

dibutuhkan industridan perdagangan yang efisien dan efektif dalam menghadapi

era globalisasi agar dapat menggerakkan ekonomi masyarakat'

Tantangan pasar bebas semakin nyata setelah pada tanggal 1 Januari

2010 Asean- China Free Trade Areatelah berlaku mengancam eksistensi industri

dalam negeri. Para peiaku industri mengakui, bahwa produk China telah

membanjiri pasar di berbagai daerah. Harganya yang murah menjadi alasan

produk China kian digemaril. Pelaku usaha menilai bahwa kondisi initimbul

akibat adanya AC-FTAyang melibatkan enam negara di kawasan ASEAN' yaitu

Brunei, lndonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2015,

negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan terlibat dalam

perdagangan bebas tersebut.

Dalam Rapat Kerja dengan KomisiVl yang membidangi Perdagangan

dan Perindustrian DPR Rl, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan

pemerintah optimistis kinerja semua cabang sektor industri manufaktur positif

I Harian Kompas, "Produk Cina memang murah', Minggu 3 Januari 2010'
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pada2010-2014. Target tahun 2010 pertumbuhan industri akan rebaund menjadi

4,65 persen dan terus meningkat menjadi 8,95 persen pada 2014. Daridata
yang ada di Depperin pertumbuhan industriyang akan dicapai pada 2009 sebesar

1,84 persen. $ektor-sektor yang hampir selalu tumbuh minus seperti sektor

industri barang kayu dan hasil hutan ditargetkan tumbuh positif selama 5 tahun

ke depan. Kondisi initerjadiseiring dengan berkurangnya dampak krisis global.

Rinciannya pemerinlah menargetkan sektor industri mengalami pertumbuhan

4,65 persen pada 2010, 6,1 persen pada 2011, 6,75 persen pada 2012. Serta

7,47 persen pada 2013, dan 8,95 persen di20142.
Dalam sektor perdagangan diperkirakan pertumbuhan nilai ekspor

sepanjang tahun ini mencapai 10%.Target pertumbuhan ekspor ini lebih optimistis

dibandingkan dengan target sebelumnya dalam rencana pembangunan jangka

menengah nasional(RpJMN) sebesar 7o/o-8,5o/o. Optimisme perkiraan tersebut

dapat tercapai, karena kecenderungan pertumbuhan ekspor pada Januari 201 0

yang mencapai leveltertinggi4T,6%. Perlumbuhan ekspor pada Januaritersebut,

tidak saja lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2009, tetapijuga Januari

2008. Diharapkan apa yang telah dicapai pada 2010 ini menunjukkan indikasi

titik terang untuk tahapan selanjutnya. Bila melihat lecenderungan Januari 2010,

akan dicapai pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga akan mencapai kembali

level pertumbuhan ekspor pada level2008.3

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik4 nilai ekspor mengalami

penurunan ke semua negara tujuan, sedangkan Jepang tetap menjadi negara

tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan kontribusi mencapai hampir 15 persen

dari total ekspor Indonesia pada Januaritahun tesebut. Ekspor lndonesia ke

Jepang mencapai 14,25 persen atau US$ 1 ,32 miliar. Dibandingkan Januarl

2009, ekspor ke Jepang meningkat US$ 65,3 juta. Diikuti Cina sebesar U$$
1,01 miliar, dan Amerika Serikat U$$ 997,7 juta. Penurunan eksporterjadi hampir

ke semua negara tujuan utama.

Dalam menghadapi kondisi tersebut tentunya diperlukan berbagai upaya

kebijakan yang terkait dengan undang-undang, regulasidan berbagai peraturan

dalam memacu sektor perindustrian dan perdagangan. Kedua proses ekonomi

tersebut merupakan runtutan dan siklus yang tidak terpisahkan. Permasalahan

yang muncul sering tidak ada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara
lini pada tingkat pusat dan daerah. Permasalahan institusi, kebijakan, infrastruktur

? Hasil kesimpulan rapat kerja Komi*i VI DPR Rl dengan Kementrian Perindustrian,24 Nov 2010
3 Bisnis lndonesia, , "Eksprorcliparkirakan turnbuh 10% ITPC', Jumat, 0$ Maret ?010
4 http/www.tempointefaklrf*Uml, "Jepang Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor lndonesia" , Senin,
01 Maret ?0j0, diakses 11 Mei 2fi10
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dalam meningkatkan devisa dalam sektor industri dan perdagangan produk barang

yang berkualitas agar dapat bersaing merupakan masalah klasik. Terutama

menghadapi persaingan di era pasar bebas regional maupun global, kebijakan

desentralisasiekonomiyang dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan

otonomi daerah haruslah mampu meningkatkan daya saing pelaku ekonomi

daerah. Termasuk kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan, terutama

daerah-daerah yang secara langsung dapat melakukan perdagangan pada

kawasan regional mauPun global.

salah satu daerah yang memiliki potensidan merupakan kawasan

industriadalah Provinsi Kepulauan Riau. Namun Kondisiini terlihat darirespon

sektoral pada pertengan tahun 2008 menunjukkan laju pertumbuhan yang

melambat hampir di setiap sektor ekonomi. Bila melihat dari Data sementara

BPS mencatat bahwa sektor Industri Pengolahan sebagaisatu-satunya sektor

yang mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Sebagai sebuah

kawasan industri, tentunya sektor Industri pengolahan sangat berkontribusi

terhadap pembentukan PDRB Kepulauan Riau. Di samping itu, keunggulan

komparatif faktor lokasiyang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia

menjadikan sektor-sektor perdagangan dan jasa berperan penting dalam

penguatan ekonomi daerah'

secara sektoral, struktur perekonomian Provinsi Kepuluan Riau yang

merupakan kawasan ekonomi khusus yang berbentuk klaster, masih didominasi

oleh sektor Industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Namun

demikian, kontribusi sektor Industri pengolahan dan pertambangan dalam

pembentukan PDRB cenderung mengalami penurunan. Di lain pihak, peran

sektor Perdagangan semakin penting terhadap pembentukan PDRB Kepulauan

Riau, di samping sektor Pertambangan dan Bangunan. Perkembangan yang

signifikan di sektor Perdagangan telah menumbuhkan sektor Jasa-jasa meski

perannya masih dalam persentase yang relatif kecil'

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Latar belakang diatas menggambarkan bahwa dampak globalisasitelah

menjadifenomena yang sulit dihindari. lmplikasinya adalah bagaimana prospek

industri ke depan, terutama di daerah-daerah yang langsung menghadapi

persaingan dimana terdapat kegiatan eskpor dan impor dengan negara lain.

Penelitian ini akan mengungkap permasalahan-permasalahan yang masih

dihadapioteh sektor industrisetelah pembentukan kawasan industridiProvinsi

Kepulauan Riau. Indikasi awal tentunya dilihat dari potensi dan kinerja serta
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peluangnya dalam menghadapi tanlangan globalisasi dengan semakin

terbukanya pasar di antara negara-negara Asia Tenggara. $elain itu yang perlu

mendapat perhatian adalah dampak masuknya produk-produk industri buatan

Cina terhadap produk nasional pada daerah tersebut.

Dalam hal initentunya industri pada kawasan Provinsi Kepulauan Riau

dalam bentuk klaster mengupayakan agar produk yang dihasilkan mampu

bersaing. Sebagai daerah yang memiliki berbagai keunggulan, namun masih

menghadapi permasalahan. Pada awalnya pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau menjadi sebuah kawasan industri diyakini akan mampu menciptakan

industriyang efisien dan dekat kepada pasarglobalsehingga akan meminimdisir

biaya transaksi. Dengan demikian pembentukan kawasan klaster industriakan

membuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industri"

Dalam era pasar bebas efisiensi suatu produk diperlukan dukungan

infrastruktur dan birokrasi perizinan agar tidak tercipta ekonomi biaya tinggi,

Untuk dapat bersaing kawasan industri dengan bentuk klastertentunya diterapkan

upaya untuk meminimalisir biaya agar tidak membebani proses produksl

Permasalahan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi seluruh prose$

industri, perdagangan dan ekspor produk. Karena dalam mengahadapi
persaingan produk, tentunya harus lebih efisien agar dapat bersaing.

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka

permasalahan yang ditelitidi Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Bagaimana kinerja dan perkembangan kawasan ekonomi Batam, Bintarn

dan Karimun secara keseluruhan dan permasalahan yang masih dihadapl

dalam memajukan sektor industri?
2. Bagaimana perkembangan dan kondisi sektor Industri serta gambaran

kinerjanya dalam perekonomian di Provinsi tersebut, hambatan-hambatan

apa yang dialami dalam memajukan sektor industri sebagai sebuah

kawasan berbentuk klaster ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan guna memperoleh informasi terakhir mengenai

perkembangan industridan perdagangan dalam kawasan Batam, Bintan dan

Karimun (BBK) Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk klaster. Selain itu

mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

kebijakan yang berkaitan dengan sektor Induskidan perdagangan dalam kawasfl

tersebut. Hal initentunya terkait dalarn implementasi undang-undang berkaitar

dengan kebijakan industri yanE akan dibahas di DpR. Dengan demikian
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diharapkan akan dapat memberikan bahan masukan dalam perbaikan regulasi

bagi kegiatan industri nasional dan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya.

Sehingga dapat digunakan untuk perumusan kebijakan bagi anggota DPR dalam

membahas permasalahan kebijakan atau regulasi sektor lndustri'

D. Kerangka Pemikiran

Globalisasi dan liberalisasi sudah merupakan fenomena dunia yang

tidakterelakkan. Setiap negara akan terkena arus liberalisasi perdagangan dunia

tidak terkecuali lndonesia. Dalam hal ini semua kegiatan industritentunya harus

tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saing agar tetap efisien,

terutama kegiatan industri yang terkonsentrasi dalam sebuah kawasan yang

perlu lembaga pendukung baik publik maupun swasta. Fenomena tersebut

ditandai oleh maraknya pembentukan blok-blok perdagangan bebas atau free

trade agreemenf (FTA), baik secara bilateral maupun regional. Beberapa negara

yang memiliki perspektif sama terhadap arti penting liberalisasi perdagangan

dan industrimulai membentuk kerja sama ekonomidalam format FTA'

Konsekuensi dari kebijakan perekonomian terbuka yang diambil akan

berdampak kepada keseluruhan faktor kegiatan perekonomian negara kita.

Dampak kepada faktor Internal, yaitu : Faktor internalekonomidi mana kondisi

fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa,

kondisisektor perbankan, realisasi RAPBN, kebijakan ekonomi pemerintah di

bidang fiskal dan moneter serta perkembangan ekspor nasional. Faktor internal

non-ekonomi: kondisi politik dan Sosial, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan

kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah)

Faktor eksternal, yaitu: Prospek perekonomian dan perdagangan dunia, Kondisi

politik global dan Pertumbuhan Ekonomi global'

Menurut Chacholiadess partisipasi dalam perdagangan global atau

internasional bersifat bebas (free) sehingga keikutsertaan suatu negara pada

kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu

negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan (choice) dengan

pertimbangan secara ekonomi dan politik, oleh sebab itu sering dikatakan

perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua pihak (mutually

benefited).

Dalam sistem ekonomi tertutup negara hanya dapat mengkonsumsi

barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi dengan melakukan

ffi tionat rrade Theory and poticy.McGraw-Hiil 1 988, p. 544-

545
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perdagangan terbuka (open economy) suatu negara memiliki kesempatan

mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat
perbedaan harga relatif dalam pro$es produksi yang mendorong spesialisasi6

Halinididasari argumen bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan

manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan

kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdaganganT. Selanjutnya

dijelaskan oleh Hadis bahwa selain meningkatkan distribusikesejahteraan antar

negara liberalisasiperdagangan juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan

dunia dan efisiensi ekonomi.

Demikian pula secara umum menurut $ri Mulyani lndrawatie, liberalisasi

akan menguntungkan bagi negara berkembang dan penduduk miskin dari

kelompok pendapatan menengah karena ekspor produk yang bersifat padat

karya akan meningkat. Namun demikian, derajat manfaat dan keuntungan

liberalisasi perdagangan sangat tergantung pada reformasi kebijaksanaan yang

diambildan keadaan struktur perekonomian domestik nagara berkembang ilu

sendiri.

Namun demikian, karena terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya

yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain

berpendapat liberalisasi pasar justru berpotensi menimbulkan dampak negatif

karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka

timbul pandangan pentingnya u paya-upaya proteksi terhadap produksi dalarn

negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalul
pemberlakuan kendala atau hambatan perdaganganl0.

Dalam upaya menghadapi persaingan tersebut, maka industrialisasi telah

menjadi kekuatan utama (driving force) di balik urbanisasi yang cepat di kawasan

Asia sejak dasawarsa 1980-an. Berbeda dalam kasus industri berbasis sumber

6 Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones. liVorld Trada and Paymenls. An introduction. Sixth
Edition. Harper Collins. NewYork..1993, p; 19
7 Kindleberger, C.P. and P.H. Lindert. lnternational€conomics. $ix Fdition. Richard D. lrwin. Inc.
flomewood. lllinois 60430. 1978. p.9
8 Hadi, PU, Marketing Palicy to lmprove Campetitiveness of Agricultural Commodities Facing
Trade Liberalization. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosiai
Ekonomi Perta-nian. 8ogor, hal.17
e $ri Mufyani lndrawati, Lrberallsasl dan Pemerataan dalam tibera/lsasi Ekonoml Pemerataan
dan Kemiskinan Soetrisno, L, dan F. Umaya (Edito{. Yogyakarta: P. Tiara Wacana Yogya. 1995,
hal. 94
10 Abidin, Z, "Dampak Litreralisasi Ferdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indone-sinr
$uatu Analisis Kebijakan. Dis*rtasi, tidak dipuhlikasikan. Program Pasca-sarjana lnstitut Pertaniar r

Bogor. Tahun 2000. Dalam Satoet $"Hnrdono. Handewi P.$ Rachman dan $ri H.$uhartini,
Liberalisasi Perdagangan : $isi leori, Darnpak Hmpiris dan Prepektif Ketahanan Pangan Jurnml
Forum Argn EkonorniVolume 2? Nn"2 ffirsnmbor ?004, hal, ?CI,
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daya (resource-based industries), industri manufaktur cenderung berlokasi di

dalam dan disekitar kota. Pertanian dan industri berdampingan, bahkan kadang

berebut lahan di seputar pusat-pusat kota yang pada gilirannya semakin

mengaburkan perbedaan baku antara desa dan kota11.

Hubungan positif antara aglomerasi geografis dari kegiatan-kegiatan

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan (Martin dan

Octavianno, 2001)l2.Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasialdalam tingkat

pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka

akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri

pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya

mempunyai sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-daerah yang

mempunyai industri pengolahan lebih banyak mempunyai akumulasi modal.

Dengan kata lain, daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan tumbuh

lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak punya konsentrasi industri

pengolahan.

Namun demikian ada perkembangan penting teori neo-klasik yakni

pengenalan terhadap keuntungan-keuntungan aglomerasi. Marshalll menyatakan

bahwa jarak yang tereduksi dengan adanya konsentrasi spasial akan akan

memperlancar arus informasidan pengetahuan (knodedge spillover) pada lokasi

tersebut. Pandangan Marshalll tentang industri yang terkonsentrasi di suatu

tempat dan saling terkait disebut industrialclusfer atau industrial district. Ada

beberapa manfaat eksternalitas melaluipendekatan geografis dan pengelompokan

aktifitas produksi. Dalam menciptakan klaster industridalam sebuah kawasan,

dalam perspektif ekonomi menurut pendapat Marshall yang salah satu ide

dasarnya mengungkapkan bahwa sentra industri mampu meningkatkan daya

saing usaha pelakunya melauibeberapa mekanisme, yaitu: (1) berkumpulnya

tenaga kerja dengan spesifikasi khusus yang relevan dengan kebutuhan industri

(2) tersedianya bahan baku danfasilitas pendukung industri, serta (3) penyebaran

inovasi.l3

Senada dengan pendapat Marshall, Porter menyatakan bahwa kluster

adalah perusahaan-perusahaan yang yang terkonsentrasi secara spasial dan

saling terkait dalam industri. Kluster selalu memperluas aliran menuju jalur

r1 Lebihjauhlihatdalam McGeeT.G..TheEmergenceofDesa-kotaRegrbnsinAsia:Expanding
a Hypofesls. Honolulu: University of Hawai Press.1991 ,Dalam Dr. Mudrajad Kuncoro, SE,

M.Sc.Sc'Aglomerasi Perkotaan di DIY: Apa Di mana dan mengapa?.. Jurnal UNISIA' No.59, Vol.

24,2006,hal.2
12 Martin Pangabean.and Octavianno.. Grovtth and Agglomeration, International Economic R+
view 42, No.4,2001, PP 947'968
13 Alfred Marshall, Ai Principles of Economics', Macmillan, London. 1920, p.285
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pemasaran dan konsumen, tidak ketinggalan juga jalur menuju produsen produk

komplementer, dan perusahaan lain dalam industri yang terkait, baik terkait

dalam keahlian, teknologi maupun input. Dalam klusterjuga tercakup pemerintah

dan institusiyang lain It

Pengembangan kawasan ekonomi industri nasional melalui pendekatan

klaster yang diadaptasi dari konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter

akan berhasildiimplementasikan bila memenuhipersyratannya tsrpenuhi. Tidak

saja sumber daya yang ada saja, kesiapan regulasi, infrastruktur dan lembaga

yang terkait sangat penting dalam pengembangan Industri suatu kawasan dengan

industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dengan membentuk klaster

industri, seperti BBK diwilayah Propinsi Kepulauan Riau

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian inidilakukan pada tanggal30 April sampai dengan

6 Mei 2010 di Provinsi Kepulauanan Riau. Adapun pemilihan lokasi penelitian

adalah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah yang memiliki kawasan

industri dan memilikikarakteristik daerah yang telah lama dipersiapkan sebagai

lokasi klaster dan sekaligus merupakan kawasan perdagangan bebas. Dengan

melihat kondisi tersebut penelitian akan melakukan penelitian ke sejumlah

lembaga yang terkait dan pelaku industri di Provinsi Kepulauan Riau. $elain itu

peneliti juga melakukan wawancara kelembaga-lembaga yang memiliki

kewenangan dan merupakan pemangku kepentingan dalam mombantu kegiatan

para palaku industri dan perdagangan yakni Pemerintahan daerah, seperti

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Bappeda, BPS dan dan Kadinda Kota Batam ProvinsiKepulauan

Riau.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metodelogiyang digunakan meliputi studi literatur

dan penelitian lapangan dalam pengumpulan dala sebagaibahan analisis dengan

melakukan cara lebih dahulu melaluistudi kepustakaan yaitu dengan melakukan

1a Michael. E. Porter,' c/usters And rha New Ecanomics of compeffion. flarvard Businesisi

Review Vol. 76, 1998 lssue 6, pp7-20
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mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, website serta dokumen yang

berkaitan dan analisis dengan permasalahan tersebut.

3. Metode Analisis data

Dalam melakukan Penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang

menganalisis secara deskriftif berdasarkan pada sumber data primer dan

sekunder. Diharapkan dari hasil pembahasan akan diperoleh kesimpulan dan

rekomendasi. Penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan

pengambil kebijakan dan para pelaku industridan usaha perdagangan.

ll. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Propinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau) sejak tahun 2006 secara

ekonomi dan pemerintahan telah mandiri, tidak ada campur tangan dari Propinsi

Riau yang menjadi induk sebelum terbentuk. Selama tahun 2006, perekonomian

tumbuh 6,78 persen, berarti meningkat dibanding tahun 2005 yang hanya 6,57

persen15.

Sementara, kondisi ekonomi tahun 2007 mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonominya mencapai 12,09 persen, jauh melebihi pertumbuhan

ekonomi sebelumnya yang hanya 6,78 persen. Membaiknya indikator ekonomi

regionaldihasilkan dari pergerakan Indeks Harga Konsumen stabil, terbukanya

kesempatan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, dan realisasi investasiasing

dan domestik diwilayah Kepulauan Riau.

Selain itu, optimisme investor terhadap penetapan pulau Batam, Bintan

dan Karimun (BBK) sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) ditandai dengan

ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) bulan Agustus 2007

antara 22 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan kepala daerah

BBK. Dari 22PMAitu, total investasiyang mengalir ke BBK mencapai 1,9 US$

miliar atau lebih dari Rp 17,5 triliun, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap

mencapai 50.566 orang 16.

15 BPS Kepulauan Riau 
- Provinsi Kepulauan Riau dalam angka' , 2009

16 http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi Regional/KER/Keo+Riau/KER+Provinsi+Kep+
Riau+Triwulan+ | I l-2007.htm1
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Secara sektoral, pertumbuhan besar diperkirakan terjadi pada sektor

pertanian khususnya sub-sektor perikanan dan perkebunan, sektor industri

pengolahan, bangunan dan jasa. $ub-sektor komunikasi, hotel dan restoran

ikut meningkat bersamaan dengan pergerakan positif sektor dominan itu"

$edangkan sisi permintaan, pertumbuhan diperkirakan didorong oleh realisasi

investasi dan meningkatnya konsumsi swasta. Meski mengalami tekanan akibat

kenaikan harga minyak dunia hingga Juli2008, optimisme momentum FTZ dan

perkembangan positif kondisi ekonomi regional diharapkan mampu menahan

laju inflasi sehingga inflasi tahun 2008 diperkirakan $tabil.

Melihat PDRB yang ada, sektor ekonomiyang dominan adalah sektor

industripengolahan, perdagangan, dan pertanian. Hasilpertanian yang menonjol

adalah subsektor perikanan laut dan budidaya yang mencapai 216.574, 25 ton

dengan nilai lebih dari Rp 97,31 milyar, terdiridari hasil budidaya ikan laut Rp

91,79 milyar, ikan air tawar Rp 4.71 milyar, dan ikan air payau 733,35 juta'

Daerah potensial untuk budidaya dan tangkapan ikan laut adalah pulau Karimun,

Natuna dan Batam17,

Sementara ekspor Kepulauan Riau tahun 2006 mencapai U$$

6.073.097.295 dengan jumlah komoditas sekitar23.557.879 ton, meliputi Logam

tidak mulia 35,55 persen, barang elektronik 33,56 persen, dan hasil industrilain

mencapai sekitar 21,89 persen. Dilihat dari pelabuhan bongkar muat di Kepulauan

Riau, Kota Batam dengan tujuh pelabuhan mampu mengekspor barang U$$

5.243.041.658 dengan volume sebesar 1 ,458.172.966 ton atau 86,33 persen,

Kemudian Kabupaten Bintan dengan dua pelabuhan mampu mengekspor barang

senilaiUS$ 570.786.312 dengan volume 6.138.093.357 ton atau 9,40 persen.

Dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam ini, sektor Perdagangan dan Sektot

Industri menjadidaerah andalan bagiPropinsi Kepulauan Riau 18.

Hasil pertanian di Kepulauan Riau antara lain berupa tanaman padl

375,40 ton, jagung 714,04 ton, ubi kayu 5.984,7 ton, dan sayuran terutama

sawi, kacang panjang, bayam, kangkung, dan ketimun yang rata-rata mencapal

lebih Dari4.000 ton. Hasil buah-buahan terutama nana$, durian, pisang dan

rambutan yang rata-rata mencapai lebih dari 5.000 ton. $emua hasiltanaman

pangan itu, merata dienam kabupaten-kota diKepulauan Riau sepertiKabupaten

Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Batam, dan kota Tanjung Pinang le.

Sementara hasil perkebunan yang menonjol adalah karet mencapail

24.A47 ton, kelapa 5.763 ton terkonsentrasi di Natuna dan [ingga. Sedangkar

1? BP$ 2009 0p.cit,
18 ibid
'' taa
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populasiternak yang menonjoladalah Sapi7.204 ekor, Kambing 20.238 ekor,

Babi6.595 ekor, Ayam Kampung 479.736 ekor, Ayam Petelur 431.911 ekor,

dan Ayam Pedaging 6.284.676 ekor. Semua itu terkonsentrasi di Kabupaten

Bintan, Karimun, Natuna, Tanjungpinang, dan Kota Batam 20.

Aktivitas sektor industri pengolahan paling dominan adalah industri

barang elektronik, barang logam, industri kimia, minyak, batu bara, bouksit dan

industri tekstil (kain tenun). Bila ditotaljumlah industri di Propinsi Kepulauan

Riau berjumlah 4.744 unit industri yang terpusat di Kota Batam dan Kabupaten

Karimun.

Selain itu, meningkatnya aktivitas perdagangan dan pariwisata dengan

berlakunya kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan dan Karimun. Hal

ini berdampak terhadap pertumbuhan sektor jasa-jasa sebagian besar dihasilkan

untuk penerimaan pemerintah daerah, terkait retribusiyang meningkat secara

signifikan. Sektor perdagangan, hoteldan restoran meningkat 18,10 persen,

dihasilkan darisub sektor perdagangan besar. Aktivitas itu memberi kontribusi

yang signifikan terhadap sektor angkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar

15,32 persen.

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada area perdagangan bebas

memerlukan stabilitas politik dan keamanan, Hal ini akan memberi peluang

besar terhadap bangkitnya investasi asing dan domestik di Kepulauan Riau,

terutama kawasan industridan galangan kapal. Pertumbuhan industri itu ikut

menstimulus pertumbuhan perdagangan. Dengan melihat peta ekonomi di atas,

untuk klaster daerah ini perdagangan industri dan perikanan laut harus

dikembangkan lebih optimal ke depan. Dampak selanjutnya sektor jasa dari

wisata bahari, hotel dan rentoran akan memiliki prospek baik, jika dikelola secara

profensional dengan meningkatkan prasarana pendukung kebutuhan wisata, di

mana kegiatan ini menambah pendapatan daerah.

Perekonomian Kepulauan Riau di awal tahun 2010 semakin

memperlihatkan tren ekspansif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

diperkirakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di

triwulanl-2010sebesar9,34o/o(yearon-yea\,yangmerupakanlevel pertumbuhan

tertinggi sejak terbentuknya provinsi ini di tahun 2002. Sebelumnya BPS juga

merevisiangka pertumbuhan ekonomi ditahun 2009, dari 0,56% menjadi 3,51olo

(yearover-year)21.

20 ibid
21 lbid
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Dampak krisis keuangan global terhadap kinerja ekspor industri
manufaktur berlangsung lebih smoofh dari perkiraan semula. Realisasi ekspor

di periode ini mencatat kenaikan secara tajam setelah sepanjang tahun 2009

lalu tumbuh negatif. Penguatan ekspor industri manufaktur yang semakin merata

mendorong peningkatan impor bahan baku dalam rangka memenuhi order
produksi dan resfocking inventory.

Tabel 1: STRUKTUR PDRB MENURUT SEKTOR EKONOMIILAPANCAN

USAHATAHUN 2007-2008 DANTRTWULAN il 2008-2009 (%)

SEKTOR EKONOMU LAPANGAN
USAHA 2007 2008 2093

triwulan ll
2008 2009

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan

5,04 4,90 5,00 4,84 5,01

Pertambanoan dan Penqqalian 9,76 9,29 8.77 9,51 8.74
Industri Penqolahan 46,70 45,44 46.20 45,35 46.35
Listrik. Gas dan Air Bersih 0.55 0.56 0.55 0.55 0.55
Konstruksi 5.12 6,36 7.11 6.24 7.36
Perdaqanoan. Hotel dan Restoran 20,52 20.58 19,54 20,75 19.04
Penoanokutan dan Komunikasi 4.27 4.59 4.66 4,53 4,64
Keuangan, Real Estat dan Jasa
Perusahaan

5,51 5,53 5,40 AE2 5,50

Jasa-iasa 0.33 0,34 2.77 2.71 2,79
PDRB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PDRB TANPA MIGAS 91,50 91,92 92,& 91.71 92,48

$umber: BPS Provinsi Kepulauan Riau,2009

Pada triwulan lll tahun 2010, sektor ekonomi yang memiliki peranan

terbesar adalah sektor industri pengolahan yailu sebesar 46,52 persen, diikuti

oleh sektor perdagangan, hotel& restoran sebesar 19,64 persen serta sektor
pertambangan dan penggalian 8,79 persen. $ecara keseluruhan ketiga sektor

tersebut mempunyai andil peranan sebesar 74,94 persen dalam PDRB

Perkembangan ekonomi eksternal dan domestik yang kian kondusif juga

mendorong kegiatan investasi, terutama di sektor manufaktur seperti industrf

pembuatan/perbaikan kapal, industrimesin-mesin elektrik dan industri barang.

barang logam. Kinerja sektor industri pengolahan Kepulauan Riau memanfaatkan

momentum pemulihan industri manufaktur Singapura yang naik tajam ke level
pertumbuhan 30% diperiode inisetelah pada tahun 2009 lalu mengalamikonkaksf
pertumbuhan sebesar 2,0%.

Kondisi ekonomi di sisi penawaran juga ditandai dengan semakin

membaiknya pertumbuhan sektor-sektor utama lain, seperti sektor perdagangan,

hotel dan restoran, serta sektor bangunan yang cukup mendorong aktivitas
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pariwisata. Sementara daya beli masyarakat yang semakin terjaga memberi

stimulus permintaan pada sektor perdagangan dan properti. Adapun tingginya

kinerja pertumbuhan sektor infrastruktur listrik ditopang oleh lonjakan pemakaian

listrik oleh sektor industri pengolahan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomitriwulan lll 2010

sangat ditopang oleh komponen lmpor Barang dan Jasa. Dibandingkan terhadap

triwulan sebelumnya (q to q) komponen lmpor Barang dan Jasa tumbuh 3,69%.

Untuk komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 3,12o/o, komponen
pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 2,1 97o, komponen pengeluaran

konsumsi pemerintah tumbuh 1,960/o, pengeluaran konsumsi rumah tangga

tumbull i;ebesar 1,89 % dan komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh

0,07%. Dibandingkan perekonomian triwulan yang sama tahun sebelumnya (y

on y), PDRB menurut penggunaan tumbuh 6,16%. Komponen pembentukan

modal bruto tumbuh 18,00 %, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh

sebesar 14,98Vo, komponen importumbuh sebesar 12,48Yo, komponen ekspor

tumbuh 10,00%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar

7 ,38% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh

5.88 o/o22.

Terkait dengan pemberlakuan kerjasama perdagangan bebas dengan

Asean-Cina diperkirakan tidak berdampak besar baik terhadap kinerja

perdagangan Kepulauan Riau dengan Gina. Khususnya bagi sektor industri

pengolahan di kota Batam yang sejak dahulu sudah memanfaatkan sistem

bebas bea masuk untuk produk-produk yang akan di re-ekspor dari kawasan

khusus FTZ Batam. lmpor dari Cina untuk di luar kawasan industri diperkirakan

didominasi oleh produk-produk mainan dan sandang, namun nilainya tidak

signifikan terhadap total impor Kepulauan Riau dariCina yang pada tahun 2009

lalu mencapaiUS$ 231,07 juta.

Produk impor utama dariCina adalah besidan baja di mana harganya

relatif lebih murah dibandingkan iika dipasok dari Jakarta atau daerah lain di

Indonesia. Ongkos angkut yang lebih besar menjadi komponen biaya utama

yang mempengaruhi harga jual besi dan baja khususnya di wilayah Kepulauan

Riau Selain itu impor mesin-mesin dan peralatan listrik juga cukup banyak

beredar di pasar lokal. Sementara itu komoditas ekspor dominan selain dari

Kapal Laut adalah mesin dan perlengkapan kantor, alat telekomunikasi, dan

mesiniperalatan listrik. Melihat karakteristik daerahnya, bukan tidak mungkin

pemberlakuan A@FTA bisa menjadi insentif bagi industri lokal di Kepulauan Riau

22 lbid
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khususnya kota Batam, karena masuknya bahan baku dan barang modal yang
lebih murah dapat mempengaruhiongkos produksi menjadi lebih kompetitif.

Tabel 2: Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan

Sumber: BP$ Provinsi Kepulauan Riau, 2009

Dari laporan BP$ Provinsi kepri tahun 2009, terkait dengan
pemberlakuan kerjasama perdagangan bebas dengan Asean-cina diperkirakan
tidak berdampak besar baik terhadap kinerja perdagangan Kepulauan Riau
dengan Cina. Khususnya bagi sektor industri pengolahan di kota Batam yang
sejak dahulu sudah memanfaatkan sistem bebas bea masuk untuk produk-
produk yang akan di re-ekspor dari kawasan khusus FTZ Batam. Impor dari
cina untuk di luar kawasan industridiperkirakan didominasi oleh produk-produk
mainan dan sandang, namun nilainya tidak signifikan terhadap total impor
Kepulauan Riau dariCina yang pada tahun 2009 lalu mencapai US$ 231,02
juta.

Produk impor utama dari Cina adalah besi dan baja di mana harganya
relatif lebih murah dibandingkan jika dipasok dari Jakarta atau daerah lain di
lndonesia. ongkos angkut yang lebih besar menjadi komponen biaya utama
yang mempengaruhi harga jual besi dan baja khususnya di wilayah Kepulauan
Riau $elain itu impor mesin-mesin dan peralatan listrik juga cukup banyak
beredar di pasar lokal. sementara itu komoditas ekspor dominan selain dari

Triwulanan (%)
SEKTOR
EKONOMY
LAPANGAN
USAHA

Trlwul ll
2008

t6rhadap
Trlwul I

2008

I nwut tl
2000

t6rhadap
Trlwul I

2009

Trlwu I

2009
torhada
p trlw
| 2008

Trlvvu I

2009
torhadap

trlw ll 2009

I rtwul ill
2009

terhadNp
Trlwul ll

2010

Inwu |ll
20{0

t6rhada
p tflw
ilt 2009

Pengeluaran
Konsumsi
Rumah Tanooa

2,80 12,60 11.00 1.89 14.98

Pengoluaran
Konsumsi
L€mbaga
Swa<tr Nirloha

1.58 -0,68 27,88 9.96 o.o7 5.86

rengeuaran
Konsumsi
Pamarinlah

1,54 3,17 8,83 9.58 1.96 7.38

FemDenluKan
Modal T6tap
Rn t}6

4,14 o,a4 7,60 5.5E 2,19 18.00

Ekspor Bar€ng
dan Jase

-2,50 o.95 -2,15 (1.02) 3.12 to.oo

urKurangl
lmpor Barang
dan Jasa

8,48 6,80 16,r7 u, /6 3.69 12.48

PDRB 0,97 0.89 -0.43 2.44 1.23 6.16
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Kapal Laut adalah mesin dan perlengkapan kantor, alat telekomunikasi, dan

mesin/peralatan listrik. Melihat karakteristik daerahnya, bukan tidak mungkin

pemberlakuan ACFTA bisa menjadi insentif bagi industri lokal di Kepulauan Riau

khususnya kota Batam, karena masuknya bahan baku dan barang modal yang

lebih murah dapat mempengaruhiongkos produksi menjadi lebih kompetitif.

B. Pembahasan

Secara lebih rinci pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan

sedang hingga triwulan tahun 2010 memiliki peran dominan, di mana kontribusi

9 sektor lapangan usaha Indonesia menunjukkan bahwa sektor Industri

pengolahan tetap sebagai the leading sector yang memberikan sumbangan

terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian pula Di Provinsi

Kepulauan Riau, sektor Industri merupakan komponen utama dalam

pembangunan ekonomi daerah dan Nasional'

Mengingat pentingnya sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Provinsi Kepulauan Riau dan PDB Nasional, maka diperlukan indikator dini

untuk mengamati perkembangan industri pengolahan. Salah satu indikator

tersebut adalah Angka Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar Sedang

(lBS) Bulanan. Angka tersebut dihasilkan dari pengolahan Survei IBS Bulanan

yang datanya diperoleh dari beberapa perusahaan Industri Besar Sedang yang

terpilih sebagai sampel. Angka yang dihasilkan dapat menggambarkan

perkembangan produksi sektor Industri Pengolahan secara lebih dini karena

sifatnya yang dirancang secara periodik Bulanan.Untuk saat ini penyajian datanya

masih Triwulanan.

Pada tahu n 201 023, angka Pertumbu han prod u ksi sampai tingkat Provinsi

termasuk ProvinsiKepulauan Riau yang merupakan salah satu potensi Industri

terbesar di Indonesia. Angka Pertumbuhan yang dirilis masih bersifat makro/

global mengingat keterbatasan sampelyang ada'

Pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang Triwulan lll

tahun 2010 di Provinsi Kepulauan Riau secara total mengalami kenaikan sebesar

1,52o/o (q-to-q) dibandingkan Triwulan ll tahun 2010. Sedangkan secara nasional

pertumbuhan produksi industri pengolahan besarsedang triwulan llltahun 2010

juga meningkat sebesar 2p2%. industri karet dan arang dari karet dan barang

dari plastik masih mengalami pertumbuhan produksi negatif (turun) sebesar -

5,36 % (q-to-q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan

sebesar -0.99%.

23 Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2010
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Untuk industri barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannyn

mengalami penurunan produk$i $ebesar -1 ,91 % (q-to-q) dibandingkan triwulan
lltahun 2010. lndustri mesin dan perlengkapannya mengalami pertumbuhan

negative sebesar -8,58 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan ll tahun 2010

Tabel 3 : Pertumbuhan Produksi Industri Besar Sedang menurut KLBI 2

digit tahun 2010 q to q Provinsi Kepulauan Riau
NO Kod6 JTNls INDUSTRI Perlumbuhan q-t-q (%)

TW
lul0

Tw. lly10
Kepulaua

n Riau

lndonesia

't. 25 Karet dan Barang dari Karet dan Barang dari
Pla$tik

-JrYZ -5,36 -0,62

2. 28 Barang-barang dari Logam kecuali Mesin
dan P€rlenokaDannva

-0,99 -1,91 3,92

3. 29 Mesin dan Perlenokaoannva -3.87 -8.58 1.41
4. ?,t Mesin Listrik Lainnva dan Perlenokaoannva 15.79 19.03 -3.05
5. J/. Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi

sorta P6rlenokaodnnve
-14,40 4,62 6,51

6. 33 P€ralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur,
Peralatan Navigasi, Paralatan Optik, Jam
dan Lonceno

10,39 -3,03

tBs Provlnsl KeDulauan Rlau 1.52 2.

Sumber : BP$ Prov. Kepulauan Riau, 2009

Pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang Triwulan | |

tahun 2010 di Provinsi Kepulauan Riau secara total mengalami kenaikan sebesar
1,52% (q-to-q)dibandingkan Triwulan ll tahun 2010. Sedangkan secara nasionfll
pertumbuhan produksi industri pengolahan besar sedang triwulan lll tahun 2010
juga meningkat sebesar 2 ,024/o. industri karet dan arang dari karet dan barang

dari plastik masih mengalami pertumbuhan produksi negatif (turun) sebesar -

5,36 % (q{o-q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penuruna r
sebesar -0.99%.

Untuk industri barang-barang dari logam, kecuali mesin dan peralatanny,,,u

mengalami penurunan produksi sebesar -1,91 % (q-to-q) dibandingkan triwulan

ll tahun 2010. lndustri mesin dan perlengkapannya mengalami pertunnbuhal

negative sebesar -8,58 7o (q-to-q) dibandingkan Triwulan ll tahun 2010

Salah satu industriyang tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan

berasaldari indushimesin listrik lainnya dan perlengkapannya yang mengalami

kenaikan produksi sebesar 19,03 % (q-to-q) dibandingkan Triwulan ll tahun

2010 yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,79%. Hal ini sangat

menggembirakan mengingat pertumbuhan produksi nasionaljustru turun sebesar
-3,05 %. lndustri lainnya yang mengalami pertumbuhan positif adalah industri

radio, televisi dan peralafan komunikasi serta perlengkapannya mengalanni
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kenaikan produksi sebesar 4,62 % (q{o-q) dimana pada Triwulan sebelumnya

mengalami pertumbuhan negative sebesar-14,40o/o lndustri peralatan kedokteran,

alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng mengalami

penurunan produksi sebesar -3,03 o/o (q{o-q) dibandingkan triwulan I I tahun

2010. (Lihat table 3)

G. Permasalahan Dalam Kawasan Industri

Gambaran secara keseluruhan kondisi industridi Batam, Bintan dan

Karimun Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang signifikan. Namun

masih p*rl,: usaha keras bila ingin menjadikan sebuah kawasan industridengan

bentuk klaster agar dapat bersaing di kawasan ASEAN dengan adanya studi

lanjutan dan lebih rinci. Dengan dasar kerangka pemikiran di atas maka

seharusnya kawasan industri di Povinsi Kepulauan Riau bisa menjadi klaster

dalam sebuah wilayah yang dibangun dengan fokus kepada satu keunggulan

tertentu. Sebuah klaster ditopang oleh beberapa hal, yaitu kondisi bisnis,

infrastruktur, kondisi pasar, regulasi pemerintah, pendidikan, industri lain yang

relevan, serta sumber pendanaan atau keuangan.

Seperti konsep kawasan industri klaster dalam era globalisasi yang

disampaikan sebelumnya, pengembangannya akan terjadi dengan baik apabila

persyaratan dalam klaster sepertiyang dituliskan di atas dapat dipenuhi. Dalam

studi di Provinsi Kepulauan Riau, upaya yang dihadapi adalah bagaimana

menyiapkan semua infrastruktur dalam sebuah klaster industri yang relevan.

Misalnya, untuk pendidikan, jelas sekali Kepulauan Riau butuh pendidikan

menengah kejuruan yang relevan dengan klaster kelautan, baik perikanan,

perkapalan, serta pariwisata kelautan. Demikian pula dengan perguruan tinggi,

baik universitas maupun politeknik, pengembangannya diarahkan untuk

membentuk klaster unggulan tersebut. Seharusnya pemda melakukan ini, agar

Kepulauan Riau akan bisa menjadi propinsiyang unggul di Indonesia di masa

depan.

Khusus untuk Batam, walaupun merupakan bagian dari Kepulauan Riau,

situasinya agak berbeda. Kalau melihat sfrafegic positioning Batam dan Provinsi

Kepulauan Riau secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh keberadaannya

yang bersebelahan dengan Singapura. Jika Singapura memiliki strategic

positioning sebagai pusat jasa, informasi, transportasi, dan keuangan, maka

Batam harus mampu menjadi complementa4yterhadap Singapura tersebut. Dari

awaf meman g strategic positioning Kepulauan Riau seharusnya seperti itu, yaitu

menjadi kawasan klaster industriyang menunjang negara-negara kawasan Asia
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Tenggara, terutama $ingapura dan Malaysia. Oleh sebab itu ProvinsiKepulauan
Riau dikembangkan oleh Otorita Pengembangan Kawasan IndustriPulau Batanr

atau Otorita Batam Berbagai industri berat berteknologitinggiseperti McDermotl,
Vetco Gray, dan sebagainya ada di sini. Industri ini memiliki pusat di $ingapura
dan Batam adalah semacam "hint6rland'-nya berupa klaster industriz4.

Namun demikian, menurut pejabat pada badan Pengusahaan Otorita

Batam, kondiai setelah adanya ototnomi daerah, terlihat pengembangarr

kegiatan industriinisemakin berkurang. Belum lagidualisme pengelolaan Batam,

yaitu pemko dan Olorita batam, yang terlihat ada tumpang-tindih kebijakan di

sana-sini serta perebutan kewenangan. Khusus untuk industri berat seperti ini,

belum terlihat kemajuan yang berarti di Batam terutama pada tahun-tahun

belakangan ini akibat adanya berbagai kebijakan. Apakah memang Provinsi

Kepulauan Riau dijadikan klaster indusirl yang berteknologi tinggi? Namurr

dengan melihat kondisiyang ada, pengelolaan klasternya belum terencana darr

tertata dengan baik. Keberadaan sepertiBatam digitalisland bisa jadimerupakan

salah satu upaya untuk membenahi hal ini. Namun disadari masih banyak
hambatan yang dihadapi, sepertiperizinan inslansiterkait barang-barang yan$l

belum dilimpahkan ke Badan pengelolaan Kawasan.zs

Diakui bahwa selama ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belurn

menyusun rencana pengembangan klaster industri unggulan secara keseluruhan,

terlebih di wilayah Bintan Karimun dengan merinci keunggulan dari masing
masing kawasan. Kebijakan Ini dimaksudkan agar ketiga kawasan bebas itr,l

tidak saling bersaing tapijustru saling mendukung sebagai sebuah kawasan

terintegrasi. $elain itu, pemerintah bisa menyinergikan peraturan pusat dan
daerah agar tidak terjadi tumpang{indih dan benturan dalam pelaksanaan

memprioritaskan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dengan menjalirr
kerjasama antar instansiyang lebih harmonis dan mengurangiego sektoral2CI.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsiterdiri dari g6% lautan,
dan hanya 47o daratan 27. $ecara umum, industri maritim adalah sfrafegiu
positioning dari Kepulauan Riau. Potensi industriyang berkaitan dengan rnaritinr

ini memiliki banyak sub-industri yang bisa diangkat $ebagai potensi industri

24 Hasil wawancara dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas-Batam, tanggal 4 Mei 2010
25 Hasil wawancara dengan Soptla Atma, $.$os Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batarn
Kepualauan Riau, tanggal 5 Mei 2010
20 Hasil penjelasan Achyar P. Nasution Direktur Eksekutif Kadin Kota Batam Kepulauan Riau,
tanggat5 Mei2010
2THasil wawancaradengan lr$unipto KabidFendataandanLitbang Bappedaprovinsi Kepulauan
Riau, pada tanggal 1 Mei 2010
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klaster, antara lain perikanan, perkapalan, pariwisata kelautan. ProvinsilGpulauan

Riau juga memiliki keunggulan komparatif yang lain, yaitu terletak di posisi

silang jalur pelayaran. Posisi Kepulauan Riau secara geografis memang

diuntungkan karena berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang

letaknya strategis daerah sebagai pusat pertumbuhan.Terutama sektor industri

dan perdagangan penyumbang terbesar dari sektor tersebut adalah adanya

Kawasan Bebas Pelabuhan Bebas (KBPB).

Dengan demikian, Kepulauan Riau seharusnya memiliki sfrafegic

positioning industri maritim, meliputi perikanan, perkapalan, dan pariwisata

kelautan. Selain itu diharapkan setelah adanya pembentukan kawasan BBK

prosp : ;:.:lrtumbuhannya diharapkan menjadikan ASEAN sebagai peluang pasar

maupun basis produksi potensial. Secara sektoral, salah satu sektor potensial

adalah sektor elektronik, termasuk di dalamnya industri tekonologi informasi

dan komunikasi. Sektor elektronik menjadisektoryang punya tingkat integritas

tinggi di ASEAN28.

Untuk pariwisata kelautan, sudah mulai dilakukan pengelolaan yang

serius. Kita bisa melihat Bintan Resort sebagai sebuah wilayah pariwisata

kelautan yang terpadu. Bintan Resort ini menjadijangkar untuk industri pariwisata

kelautan di daerah ini, dengan penyangganya berbagai obyek wisata kelautan

yang lain yang tersebar diberbagai tempat di Kepulauan Riau. Sebuah klaster

pariwisata kelautan sudah dibangun dengan serius di Bintan.

Untuk industri perkapalan, dalam hal iniadalah galangan kapal, belum

terlihat secara serius. Untuk sektor ini, kompetitor terbesar masih ada di

Singapura. Nampkanya kawasan BBK dengan potensi yang dimiliki Kepulauan

Riau, rasanya perlu kerja keras untuk dapat membangun galangan kapal untuk

kapal-kapal menengah, dan merebut pasar yang ada, karena, untuk sektor ini

memerluka teknologi.

Namun demikian untuk sektoryang berkaitan dengan perikanan, belum

terlihat adanya sentra atau klaster industri perikanan yang dibangun secara

serius, seperti halnya klaster industri pariwisata di Bintan. Dengan kondisi

geografis Kepulauan Riau yang memiliki laut yang luas, potensinya besar

sekali, Tinggal bagaimana mengundang investor untuk mengisi kekosongan

bisnis ini.

Melalui pembentukan Kawasan BBK dengan Batam sebagai embrio

klaster industri diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi. KEK merupakan

28 Hasil wawancara dengan Drs. Azwirullah kabid Dinas perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2010
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suatu kawasan ekonomi terpadu yang memperoleh fasilitas khusus untuk

menyelenggarakan fungsi perekonomian. KEK dapat mencakup satu atau

beberapa zona sekaligus, yaitu zona pengolahan ekspor, logistik, industri

pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan zona ekonomi lainnya"

Termasuk salah satu zona tersebut adalah lokasi untuk usaha mikro, kecil, danr

menengah (UMKM), perumahan serta koperasi. Kawasan BBK di Provinsl

Kepulauan Riau dalam pengembangan kawasan industri tentunya dibutuhkarl

infrastruktur karena investor tidak akan akan datang bila infrastuktur tidak

memadai. Khusus untuk Batam sebagai kawasan industri infrastuktur, jalan

listrik air, bandara dan pelabuhan yang baik memang cukup memadai. walaupun

demikian masih ada permasalahan lain setelah otonomi daerah dan dewart

kawasan yang mengakomodasi undang-ndang KEK. Demikian pula dengafi

kawasan Bintan dan Karimun masih menghadapi masalah infrastruktur sebagal

syarat dalam menarik investor. Pasokan listrik Kepulauan Riau masiil

menghadapi kesulitan. Dengan hanya mengandalkan pa$Okan dari PLN sematat

biaya infrastruktur koneksisangat mahal karena provinsi kepri terdiridari pulau.

pulau 2e.

$tatus lahan hutan juga tidak jelas. Belum ada aturan yang jelas tentanq

pembebasan lahan. Lhan yang ada di Bintan tidak sama dengan di Batarn"

Kalau di Batam lahannya dikuasai penuh oleh Otorita Batam, di Bintan, laharr

tersebut milik masyarakat. Jadi untuk menanganinya diperlukan beberapen

tahapan. Untuk menyelesaikan masalah ini tidaklah mudah, ini hanya bis**

memfasilitasi agar cepat dijadikan lahan investasi.

Berkaitan dengan FTZ peraturan sangat berbeda antar lembagil

Bappenas, BKPM, Disperindag, Memko/depkeu dan Pemerintah Provinsi, Bil*t

Thailand dan Malaysia mempersiapakan masterplan, regulasi, kemudian lahan

setelah itu baru di launching. Persoalan FTZ di Batam yang terdiridari 7 pulam

tidak enclave misalnya, jalan menuju Barelang (Batam, Rempang dan Galanglr

sangat baik, namun lahan-lahan juga belum jelas. De mikian pula permasalahan

prosedur investasi BKPMD sekarang bahkan lebih rumit lagi mengingat haru*r

melapor lagi ke pusat 30.

$ebenarnya wilayah BBK dapat menjadi kawasan ekonomi khusult

dengan bentuk klaster adalah daerah karean memiliki keunggulan geo-ekonornI

dan geostrategi dan mempunyai jalur perdagangan internasional. Pertumbuharu

ekonomi ketiga wilayah itu tahun 2009 mencapai lebih dari 7 persen di ata*l

rata-rata pertumbuhan nasionalyang hanya 5 persen, lebih dari B0 ribu tenagu

2e Hasil wawancara dengan Dr. lr. Nuraida Mokhsen MA .Asisten Fkonomi dan Pembangunan,

Prov Kep Riau.Tanggal 2 Mei 2010
30 ibid
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kerja dapat terserap, dan investasiyang masuk tahun 2007 paling tinggi dari

seluruh provinsi yang ada, yaitu sebesar 10.018 US$. Namun BBK masih saja

menghadapi permasalahan dalam upaya peningkatan investasi. Pemerintah

Daerah terus melakukan promosi potensi ekonomi agar investor mau

menanamkan modaldengan membangun industri di BBK. Namun demikian,

kesiapan dan kepemilikan lahan ternyata tidak mendukung,mengingat banyak

lahan belum dibebaskan oleh pemerintah dan harga lahan yang melonjak.

Kemudian masalah peruntukan lahan untuk industri yang tergantung RTRW

provinsi, kota dan kabupaten yang harus dilakukan oleh Bappeda. Perkembangan

investasi setelah adanya BBK belum terlihat secara signifikan, karena banyak

inveslcr yang berkomitmen namun belum melaksanakan.3l

Permasalahan tersebut juga dialami untuk kawasan Bintan dan Karimun

di mana masihterkendala kondisi infrastruktur yang belum memadai. Tentunya

kendala ini merupakan permasalahan mendasar yang dihadapai pemerintahan

provinsi, dewan kawasan dan BKPMD dalam menarik investor. Bahkan Batam

yang telah lama eksis sebagai kawasan industri masih mengalami masalah

hukum dan keamanan serta ketenagakerjaan dan status hukum lahan dipulau

Barelang, terlebih setelah penerapan otonomi daerah32

Dengan diundangkannya Undang-Undang No 39Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ternyata tidak juga memecahkan
permasalahan birokrasi yang selama ini dialami. Mengingat konsekuensi

implementasi undang-undang tersebut untuk membentuk institusi baru yang

disebut Dewan Kawasan pada tingkat Pusat dan Provinsi, maka seluruh kegiatan

dalam kawasan tersebut harus melaporkan dan meminta izin kepada lembaga

baru tersebut. Namun demikian adanya regulasiberbentuk undang-undang KEK

yang seharusnya memberikan berbagaifasilitas berbeda ternyata tidak sesuai

antara konsep dengan realisasi di lapangan. Bahkan kebijakan tersebut tidak

selaras dengan harapan dari para pelaku industri, seperti terkait ketentuan

perizinan, infrasruktur, kepemilikan lahan, ketenagakerjaan, perpajakan, atau

peraturan daerah termasuk retribusi daerah.

Sisi peraturan, investor dan pelaku industri masih melihat adanya

tumpang tindih peraturan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terkait investasi, terdapat beberapa peraturan yang masih perlu dikaji lagi karena

mendistorsitujuan dari menarik investasi. Misalnya, peraturan tentang pemberian

3r Hasil wawancara dengan Drs.Jon Arizal Kepala BKPMDTanjung Pinang Provinsi Kepulauan

Riau,tanggal3 Mei2010
32 Lihat Laporan akhir .Mempersiapkan Baram Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. CSIS,

Desember 2006
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izin usaha yang harus melalui beberapa pintu dan prosedur yang berbelit-belit
dan tidak ada sosialisasi kepada pelaku usaha.

Sebagai sebuah klaster industri, BBK masih terkendala banyak faktor
dalam implementasinya. Dari sisi pengusaha sendiri, hasil penelitian dan
wawancara menunjukkan pada umumnya minat investor berinvestasi ke suatu
negara atau wilayah tertentu timbul apabila memiliki daya tarik, baik dari sisi
fiskal maupun nonfiskal. Banyak pengusaha mengeluhkan empat hat mendasar.
Kepastian hukum biasanya merupakan kendala utama dalam berinvestasi.

Sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan, pembentukan $ebuah
kawasan dalam bentuk klaster tersebut mempunyai peran untuk menarik
investasisebesar-besarnya, menciptiakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan
ekonomidaerah dan daya saing produk unggulan daerah di dunia internasional
dengan meminimalisir birokrasi. Dengan pembentukan kawasan di BBK dalam
klasterisasi, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan memiliki banyak pusat
pertumbuhan ekonomi (growth poles) yang dapat menyerap banyak tenaga kerja
dan menggali potensi ekonomi daerah. Secara teoritis, pusat pertumbuhan juga
bertumpu pada kepercayaan terhadap kekuatan pasar bebas yang akan
memengaru h i terjad inya tickl e dow n efecl (da mpa k ke bawa h) d an mencipta ka n

spread effect (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat
pertumbuhan ke wilayah lainnya.

$eperti konsep k/asferyang disampaikan sebelumnya, pengembangan
semua potensi ini baru akan terjadi dengan baik apabila persyaratan sebuah
klaster sepertiyang dijelaskanan di atas dapat dipenuhi. untuk itu bila kawasan
BBKdi Provinsi Kepulauan Riau yang memilikikawasan industridapat bersaing,
maka lembaga-lembaga yang ada berusaha bagaimana menyiapkan semua
infrastruktur layaknya sebuah klaster industri. Misalnya, untuk pendidikan,
jelas sekali Prov Kepulauan Riau butuh pendidikan menengah kejuruan yang
relevan dengan klaster kelautan, baik perikanan, perkapalan, serta pariwisata
kelautan. Demikian pula dengan perguruan tinggi, baik universitas maupun
politeknik, pengembangannya diarahkan untuk membentuk klaster unggulan
tersebut.

lll. Kesimpulan dan Rekomendael

A. Kesimpulan

Kesepakatan AC-FTA secara umum menjadi tantangan dalam sektor
industri dan perdagangan regional. Kebijakan pusat tersebut mau tidak mau
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harus diadopsi oleh pemda termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki
kawasan ekonomi berbentuk klaster di Batam, Bintan dan Karimun.

Sebagai daerah yang secara geografis startegis dan telah memilki

kawasan industri berbentuk klaster, BBK belum berkembang dan belum mampu

menggali potensi sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau.

Data-data diatas menunjukan bahwa perkembangan sektor industritidak sesuai

dengan yang direncanakan, terlebih untuk kawasan Bintan dan Karimun. Bahkan

untuk kawasan Batam masih mengalami permasalahan mendasar setelah
pemberlakuan otonomidan Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Adanya Perubahan regulasi dan pembentukan institusi

telah rr:;ringkatkan ketidakpastiaan berusaha bagiinvestor pada kawasan BBK.

Kawasan BBK di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi masalah

dalam pengembangan industri adalah birokrasi, perizinan, kepastian hukum,

masalah hak penggunaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Demikian pula

kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kurang kondusif menyebabkan

keraguan dan kecemasan investor asing untuk menanamkan modalnya di

kawasan BBK tersebut.
Strategi pembentukan klaster dalam sebuah kawasan yang strategis

merupakan salah satu upaya menghadapi persaingan di era pasar bebas.
Kawasan berbentuk klaster industri Provinsi Kepulauan Riau, belum secara

maksimal menawarkan perlakuan-perlakuan istimewa dalam prosedur perijinan

yang lebih sederhana, pelayanan investor yang lebih baik, infrastruktur yang

lengkap, serta perlakuan pajak dan pabean yang berbeda dengan daerah lain

yang bukan kawasan ekonomi.

Melalui kebijakan klaster industri akan sanagt bermanfaat dan dapat
meningkatkan persaingan dengan kegiatan industri skala besar yang berdampak

terhadap kapasitas kelompok usaha kecil dan menengah agar terjadi alih

teknologi dan berdampak terhadap efisiensi produksi.

B. Rekomendasi

Dalam perdagangan bebas, salah satu strategi adalah pembentukan

kawasan industri berbentuk klasteryang didesain untuk memberikan perlakuan

yang lebih baik dan menarik untuk investor. Seharusnya klaster industridapat

mendorong sektor industri yang ada di daerah akan dapat berkembang sesuai

dengan kompetensi intiyang dimilikioleh setiap daerah. Penciptakan kawasan

industri seharusnya memberikan pelayanan terbaik, baik dalam perijinan,

perpajakan dan kepabeanan. Selain itu kawasan harus dapat memberikan

fasilitas keamanan, memiliki infrastuktur terbaik, seperti fasilitas jalan raya,
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pelabuhan, airport, transportasi, telekomunikasi, listrik dan air. Dalam kawasarr
klaster insentif pajak dan manajemen implementasi undang-undan.rl
ketenagakerjaan dan pertanahan yang lebih baik juga dapat meningkatkan dayn
tarik kawasan khusus tersebut.

Dalam upaya pemberian perlakuan istimewa ini, diperlukan sinkronisasi
dalam undang-Undang Kawasan EkonomiKhusus Batam, Bintan dan Karimun
dengan aturan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas. Solusikomprehensif
terhadap masalah-masalah yang selama ini dikeluhkan investor dapat
dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Sistem pengelolaan kawasan, pembagian wewenang dan fungsi antal'
institusi yang terlibat, harus ditetapkan sebelum kawasan dibentuk. Kalaupun
telah dibentuk perlu dilakukan evaluasiterhadap sistem pengelolaan kawasan
tersebut. Hal ini termasuk kejelasan mengenai kepemilikan serta pengelolaar
kawasan antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau keduanya dan
pengelola kawasan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta atau kerja
sama antara pemerintah dan swasta atau dalam bentuk badan usaha milik
negara,

Perlu skema yang jelas mengenai fasilitas yang diberikan kawasan
dan hal-hal yang harus disiapkan oleh institusi terkait untuk pengembangan
kawasan tersebut. Hal ini penting karena kawasan berbentuk klaster industr
sebagai upaya memperkuat keterkaitan sektor industri dari hulu sampai hilir
yang saling menguntungkan antar stakeholderdidaerah suatu daerah dengan
daerah lain baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini dibutuhkan
untuk memberikan kerangka usaha industriyang lebih jelas dan terarah termasuk
penyediaan infrastruktur yang lebih sesuai dengan dunia usaha di kawasarr
tersebut. Karena dalam klaster industrispesifik daerah sebaiknya disesuaiakan
dengan karakteristik daerah setempat.

Perlu inisiatif pengembangan, penyusunan kerangka dan agenda
pengembangan dalam peningkatan daya saing, implementasi dan pemantauan,
evaluasi serta perbaikan seluruh permasalahan dalam kawasan BBK yang
keterkaitan potensi yang dimiliki. Peran pemerintah dalam pengembangan
Klaster industri sesuai potensi perlu diimbangidengan upaya perbaikan peran
instansipemerintah daerah yaitu: dalam pengembangan dan keunggulan daya
saing klasterisasi industri, memperkuat sistem dukungan terpadu bagi klaster
termasuk menciptakan struktur insentif untuk peningkatan efisiensi.
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